BAB 1V

ANALISA TENTANG PRINSIP-PRINSIP POLITIK

Memang secara explisit Al-Qur'an tidak menycbut sistem politik yang
mengacu pada dawlah (negara) dan bagaimana gambarunnya, namun unsur-unsur
yang essensi yang menjadi dasar terbentuknya dawlah dapat ditemukan dalam Kitab
Suci ini. Unsur-unsur essensi iniluh yang dijelaskan Al-Qur’an sebagai seperangkat
prinsip atau fungsi vang dapat dilerjemalikan dengan adanya tata tertib sosio-politik
atan segenap perlengkupan bagi tegaknya sebuah negara.

Namun datam analisa penolis, ada sejumlal rujukan Al-Qui’an yang secara
{egas menerangkan sumber dan sekup kekuasaan dalam Islam. Sebagaimana tertulis

dalam Swurat Al Tinran ayat 26 ¢
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Artinya . “Fatukanlah, “Walai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan
kerajaan kepada orang yang Engkan kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan
dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan
Engkauluh segala kebajikan. Sesungguhuya Engkau Maha Kuasa atas
segala sesualav.”

Dari ayal tersebut, dapal dipahami bahwa sekup kekuasaan Islam yang
sebenarnya, bersumber dari Allah semata. Artinya, dalam [slam tidak ada orang yang
mempunyai kekuasaan muthak sebagaimana kita lihat dalmm realitas keludupan
seperti adanya sistem pemenutahan monarchi, Tegasnya, hakekat kekuasaan Islam
letaknya pada Tuhan yang mempunyai kekuasaan itu sendiri.

Sedangkan peran manusia telah ditegaskan oleh Al-Qurian. Manusia
merupakan khalifah Allah di bumi, sebagaimana fersebut dalam Sural Fathir @ 39
(mengganti generasi atan menggant kedudukan kepemimpinan), Sural Shaad : 26
(penguasa secara fungsional); Surat Hud : 61 (pembangun peradaban), Sural Adz-
Dzariyat : 56 (abdi Tuhan); Surat Bayyinah : 5.

Dari uraian-uraian  terscbut, penulis memahami bahwa Allah telah

mendelegasikan uji coba kekunsaan-Nya kepada masyarakat manusia.  Sebagaimana

[bn Taimiyah menyebut baliwa pemerntahan (kekuasaan politik) Islam merupakan



“Dayangan Allal di bumi™. Hal ini berlaku pula pada jaman Rasulullah, beliaw
walaupun dipercaya Allah untuk menyampaikan risalah-Nya, tidak mengklaim
dirinya sebagai pengnasa mutlak. Sebagaimana delinisi Ton Taimiyah :

“Nabi adaluh mediator atau utusan Allah yang menvampaikan kepada

masyarakat perintah-perintab, janji-janji, peringatan-peringatan, ridha dan

murka-Nya. Jadi, segala perilaku atau barang vang dihalalkan aclalah apapun
yang memang ditentukan halal oleh Allah dan Nabi. Sedang apa saja yang
dilarang keduanya jelas merupakan perilaku atan barang haram. Tak
seorangpun diijinkan melanggar ajaran Nabi SAW. Itu pula ajaran yang harus
dijalankan oleh penguasa”.’
Tentu saja, dengan ajaran Nabi im tidak seorangpun dapat mengaku sebagai pemilik
hak prerogratif Allah.

Namun manusia bisa saja mengklaim dirinya berkuasa sepanjang masa,
dengan catatan menggunakan hanya untuk memenuhi kehendak-Nya.

Dengan konsep kekuasaan ini, manusia memenuhi panggilan Tuhan sebagai
Fhalifah di bumi dengan memunculkan kebutuhan-kebutuhan universal untuk
bergabung, karena tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahleraan sempurna
baik di dunia maupun di akherat kecuali jika ia tergabung dalam sebual perkumpulan
(ijtima’), mewujudkan kerjasama dun saling lolong-menolong, Al-Que’an juga

menyebutkan kekuasaan yang ada pada manusia merupakan hadiah bagi umat karena

kebaikannya

Il 553554,

? fhalid Thrahim Jindan, Teort Pemenntaban Iiarm Memad Ibon Tiimyah, (Jakarta : Kineka
Cipta, 1994), hal 73
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Artinva : “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan
mengerjakan  amal-amal  shaleh  balwa Dia sungguli-sungguh akan
menjadikan mercka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan
orang-crang sebelum mercka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan
bagi mereka agama atau cary hidup yang lebih diridhoi-Nya untuk mereka,
dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada
datam ketakutan menjadi aman sentosa (damai)”. (Q.S. An-Nuur, 24 : 5)

Dengan kata lsin, kekuasaan politik berluku bila penanggungjawabnya
melaksanakan kehendak Allah dan syari’ah {mencakup Al-Qur'an dan Sunnah). Bila

Allah adalah penguasa yang sebenarnya, maka syari’ah merupakan ungkapan

kekuasaan-Nya, sedang tugas para khalifah-Nya adalah menerapkan hukum syart’ah,

dimana tugas-tugas itu tentu saja memeriukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat
dengan cara-cara yang tersaji (berupa pringip-prinsip kekuasaan politik Islam).

Adapun prinsip-prinsip kekuasaan politik sebagaimana yang dimaksud di atas

aclalah

{. Menunaikan Amanah
Sebagaimana disebutkan dalam bab pembahasan, para nlama memberikan
pengertian amanah bermacun-macant. Seperti Ibn Taimiyah mengartikan amanzah
mencakup dua konsep, yaitu kekuasaan dan harta bendn, Tbn Jarir menyebut
ananal ditujukan pada parn pemimpin untuk menunaikan hak-hak umat Islam,

sedangkan Al-Maraghi menyebut amanah sebagai tanggung jawab manusia kepada



Tuhan, kepada sesama manusia dan kepada diri sendird, yang akhirnya Tanthawi
Jauhari membert ramusan lebih luas, berupa segala yang dipercayakan orang, yang
berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Kata Amanah dalam Al-Quran ataupun Sumnah (Hadits), mengandung
bobot yang dalam, dan merupakan salah satu kunci dalam konsep syari‘ah,
khususnya berkaitan dengan aspek mu’amalali (yaitu aspek vang berhubungan
antara manusia dengan manusia dalam pergaulan wasyarakat).

Dari pengertian amanah yang berbeda-beda itu, penulis menganalisa bahwa
sekup amanah dalam Al-Qur’an cukup bervariasi. Seperti Surat Al-Ahzab : 72
mengisyaratkan subyek pengemban amanah hanyalah manusin. Dalam Surat Al-
Nahl - 16 amanah diartikan sebagai “(he divine law” (sunnah Allah). Sedangkan
dalam Aurat Al-Bagaral ; 30 mengisyaratkan balwa amanah adalah berupa risalah
vang diemban para nabi untuk disampaikan kepada segala bangsa. Sedangkan
dolam sural 1ud : 61 memberi penjelasa balwa umanah itn berkaitan dengan
tugag kekhalifahan manusia di bum.

Berdasarkan uraian-uraian amanah pada ayat-ayat di atas, maka penulis
mendapatkan pemahaman amanah yang berhubungan dengan kekuasaan politik,
diwnjudkan dalam fungsi kekhalifahan manvsia. Amanah di sim memeriukan
dukungan ilmu pengetahuan, juga memerlukan petunjuk atau hidayah dari Tuhan.
Amanah dalam kekuasuan politik berkait dengan masulah tugas dan tanggung
jawab  serta pilai dasar kepemimpinan,  karena amanah  ini  meminta

pertanggungjawaban. Dengan kata lain wmanah ini merupakan kemampuan moral
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dan elika yang ukan aremungkinkan  manusia membangun yang positif dan
menghilangkan yang negatif. Sebagaimana ciri kepemimpinan Nabi SAW yang
<alah satunya adalah “amanah” (dapat dipercaya atau diandalkan). Amanah yang
berhubungan dengan [ungsi kekuasaan manusia sebagal pemimpin juga dijelaskan
oleh Fazlur Rahman, Guru Besar Pamikiran lslam di Universitas Chicago dalam
bukunya Major Themes af Our ‘an; Amanah adalah Fakta moral vang lertanam-
dalam, inilah yang merwpakar lantangan abadi manusia dan yang membual
hidupnya sebagai perjuargar moral yang tidak herkesudahan. Dalam perjuargan
ini. Allah berpthak kepada manusia, asallan ic melakukan usahe-usaha yang
diperiukan, Manusia furus melakadkan usaha-usaha ini, karena diantara ¢ipraan-
ciptaan Tuhan, fe memilila posid yang unik; id diberi kebebasan berkehendak
apar fa dapaé menyemy wornaian misinya sebagd Khalifah di atas bumi. Mis inilah
perjuangan untik menciptakan sebuah tata sosial yang bermoral di atas dunia
yang dikatakan Ai-Qur’an sebagai Amanah.’

Tadi definisi amanah yang lebil mendekati analisa penulis adalah amanah
menurut Al-Maraghi yang mencakup langgung jawab kepada Tuhan (sebagai
khalifah di bumi), tanggung jawab kepada sesamanya dan tangeung jawsab kepada

diri sendin.

3 M, Dawam Raharjo, Ensikloped: Al-Qer'an, (Jakarta Paramading, 1996), hal 202, Lihat

pula Al-phzah : 71,



2. Menegakkan Hukum dengan Adil
Islam mengharuskan keadilan secara mutlak, sebagaimuana disebutkan

dulan Swurat An-Nisa' : 58 ¢
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Artinya : “Apabilas menetapkan hukum diantarn manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil™.

Feadilan dalam kekuasaan politik ini, berhubungan dengan menetapkan
dan menerapkan hukum,  Adil  dalam hal ini, adalah bersikap tengah,
berkesimambunean serta jujur, selaras dengan pendapal para ahli tafsir,

Sesuai dengan pendapat M. Abdub, keadilan dibmruskan secara mutlak.
Penulis sependapat dengan hul im karena keudilan merupakan dimensi formal,
artinya pemenulimunya diaty secara sah oleh aturan hukum. Yakni keadilan
merupakan bagian dari hukum Allah itu sendiri,  Sebagaimana pendapat Ibn
Taimiyah :

«Allah mendukung negara yang adil meski bercorak atheistik, namun Dia

{idak akan memberi dukungan negsan yang tidak adil kenduti dijalankan
atas dasar keimanan,””

Olels karenu itu, kepemimpinan yang lidak adil tidak patut untuk diikiti
dan ditaati, sebab kedzaliman yang dilakukan menmupus fungsi kepemimpinan.

Konsekuensinya, penekanan keadilan dalam kekuasaan politik, adalah sah dan

4 Khalid Thrahim Jinden, Cp.cit., hal. 105
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individu dalam pemerintahan  Islam mempunyai hak dan kewajiban untuk

menuntut keadilan bagi pemegang kekuasaan polibk

3. Mentaati Allah, Rasul dan Ulil Amri.
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Artinya ; “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati pula Rasul-
Nya dan Ulil Amri darimu..” (Q.5. An-Nisa : 59

Ayat Al-Qurran ini menggambarkan dasar kewajiban politik dalam Islam

<orta batas-balas dalam kewajiban itu. Penulis melihal ayat tersebut terdapat kata
taat sebanyak dua kah, yang pertama berada di depan kata Allah dan yang satunya
berada di depan kata Rasul. sedangkan di depan kata Ulil Amri tidak disebut kata
taal tapi menggunakan kata sambung “dan”.  Arli darl .1)!&1 tersebut menurut
penulis mempunyai maksud tertentu.  Kareni Allah tidak akan mengatur yang
demikian bila tanpa maksud. Dari sisi ini penulis dapat memahami bahwa
ketaatan kepada Ulil Amvi (yang oleh Ibn Taimivah Ulil Amri adalah Ulama dan
Umara)’ tergantung ketaatannya kepuda Allah dan Rasul-Nya. Selaras dengan
pendapal Quraish Shihab (yang terdaput pada Bab Pembahasan) bahwa isyaral
ketaatan kepada Ulil At bersyarat dengan ketnatannya kepada Allah dan Rasul.
Di sini penulis memahaminya bahwa dalum  kekuasaan politik  Islam

(pemerintaban (slam), kewajiban politiknya bereantung pada kewajiban agama il

3 Ihid, bml. 68,
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senditi,  Tentunya ketaatan ini dibatasi dengan berbagai pertimbangan keadilan
dan kebenaran.
Beberupa ayat Al-Qui’an juga menegaskan balwa pemimpin yang tidak

adh], tidak wajib ditaati sepenuhnya, seperti : 5. Al-Bagarah 124
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Artinya : “Janji-Ku ini tidak mengenai orang yung dzalim..”

ayat-ayat yang lain, 3 @ 114: 3 @ 110; dun 9 : 71 ini dapat dijadikan dasar untuk
membenarkan eksistensi front oposisi dalam negara Islam untuk mengontrol
perilaku kelompok yang berkuasa.

Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunnal.
Al-Qur’an menyebut :
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Artinya : “Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan 1a
kepada Allal dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan Hari
Kemudian, N adalah pilihan vang baik dan penyclesaian yang lebih
bagus.” (Q.S. An-Nisa’, 4 : 59).

Dari ayat terscbut dupat dipahami bahwa kata tanauza’tum, menunjukkan
terjadi perselisthan dua arah (karena mengikuti wazan tafa’ala yang berarti saling)

dalum suaty perkary, hendaknya dikembalikan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Dan

penulis memahami perselishan yang dimaksud pada ayat tersebul mengandung
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pengertian perbediaan pendapal dengan laral saling membatalkan argumentasi serta
saling menyalahkan, sebagaimana pendapat Al-Qurthubi pada bab pembahasan
bahwa perselisihan dilahirkan dari rasa saling menyalalikan, Untuk itu perkara
vang diperselisihkan ini harus dikembalikan pada Al-Qur’an dan sunnah.
Penulis memahami bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang tidak
menyangkut kepastian hukum vang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah.
endapat ini didukung oleh Al-Bukhari bahwa masalah-masalah tersebut tiduk ada
ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur’an maupun Sumuah.®
Isyarat kembali puda Al-Qur’an dan Sunnah ini memberi pengertian bahwa
Al-Qur”an merupakan rujukan akhir yang berasal dari Allah gebagai hukum Islam
yang tidak saja berperan sebagai undang-undang prilaku keagamaan, tapi lebih
tinggi lagl yaitu hukum dasar dan tertinggi vang dapat digolongkan gebagai
argumen serius tentang kekuasaan politik (konstitusi negara) Islam. Pan tak kalah
penting pula sumber hukum konstitusi yang kedua yaitu Sunnah. Seperti halnya
fbn Taimivah mengungkap lebib dalam lagi, bila ada suatu perkara, maka
instruksikanlah berdasarkan Al-Qur’an, bila Al-Qur'antidak menjelaskan masalah
tersebut. ia harus meneari jawabannya dalam Sunnah. Jika Sunnah tidak member
penjelasan, maka kepulusan hendaknya dikembalikan pada konsensusu selurub
umat Islam ([jma’) dan bila Ijma’ tidal mampu memecahkan persoalan tersebut

maka keputusan harus didasarkan pada penalaran independent dan orang yang

8 al-Gurthubi, Atu Abdillih tuhmrenad bin Ahmed, A-Jamels ks Al=Caer ‘an, (Wishr
Tiar Al-Kitsb Al “Arsbi, 1967), Jilid IV, hal. 251,



wemenuhi syaral (inampu), yang prinsip i dikenal dengan Qiyas,

Melihal kembali ayat di atas, ayal fersebul mengisyaratkan terjadinya
komunikasi dua arah (sebagaimana adanya perselisihan) juga terdapal pula
kandungan arli : dalam melakukan Keputusan perkara, menggunakan metode
musyawarah. Sedang pengertran musyawarah telah disebut pada bab pembalasa
gebagai pemberian kesemputan terhadap anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan dan  hak untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang
mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum atanpun kebijukan politik. Dan
musyawarah dalam  kekuasaan politik mempunyai peranan penting  dalam
menentukan pilihan, penjagaan penelitian serta perkiraan dengan tujuan untuk
meraill cita-cita atau keputusan terbaik yang berkaitan dengan semua persoalan
termasuk vang menyangkut masalah kepemimpinan,  Ayat lain yang Juga
menjelaskan sisi  musyawarah (konsultasi) sebugai  suatu  prosedur  yang

direkomendasikan dan merupakan tugas keagunaan |
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Artinya - “Dan (bagi) orang-orang yang mencrima (memal uhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urvsan mereka (diputuskan) dengan cara
musyawarah dinntara mereka” (Q.5. Asy-Syuura, 42 : 38).
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Artinya : *..dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan it Kemudian
apabila kamu telsh membulatkan tekad, maka bertagwalah kepada
Allah” (Q.S. Ali Imran, 3 : 159),

Bila kita merujuk pada masa Rasulullah, musyawarah (konsultasi) tersebut
berlaku pula, sebagaimana pada uyal yang tuch  disebut terakhir 7..dan
bermusyawarahlab dengan mercka dalam wrusan itu..” merupakan isyarat bahwa
orang yang disebut dalam ayal ini tidak lun adaloh Rusulullah yang kepasitasnya
sebagai pemimpin musyarahot Islam, melakukan musyawarah,  Bila Rasulullah
dengan segala kemaksuman dun kebesarannya berkewajiban berkonsultast dengan
rakyatnya, maka para pemimpin sesudahnya tentu lebih banyak dituntut untuk

berkonsultasi sesuai dengan kadar perbedaan kedoanya.

Tentang Agama

Sebagaimana felah dijelaskan dalum bab-bab terdahulu, dimana Rasyid
Ridha menyebutkan bahwa larangan yang dimaksud dalam (Q.8. 5 : 51) tersebut
adalal laranean bersvarat.  Yaitu larangan bagi mereka yang selalu menvusahkan
dan hanya menginginkan kesulitan bagi kaum muslinm.

Demikian pula halnya dengan Al-Maraghi, beliau berpendapal bahwa
pengangkatun wali dan perjanjian untuk saling menolong di antara dua golongan
yang berbeda agama dalam mencapa berbugai kemasluhatan duniawi, tidaklah

termasuk dalam larangan yang digariskan di dalum ayat ini.
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Dalam “Piagam Madinal” dapat dililal upaya paling dini untuk mengatur
orang-orang non-mushim yang berada dibawah naungan negara lslam.  Dokumen
penting ity sendiri menyebutkan bahwa masyarakat Yahudi Madinah dianggap
sebagai bagian dari masyarakat Mushm yang barn terbentuk, sedang hubungun
antara kedua belah pihak didasarkan pada asas aliansi dan solidaritas timbal balik.
Judi. perbedasn ugama tidakluh menjacdi kendula untuk melaksanakan eks-
comunitas atau bekerja swma dan berkomunikusi timbal bal ik.”

Sedunghan sebagui sebuah ide Islam memang menghendaki masyarakat
homogen, seperti yang dikehendaki pula oleh setiap agama lainnya; tetapi untuk
(juan ito baik Al-Quean maupun Sunmah tiduk menganjurkan  tindakan
cksterminasi ferlndap golongan-golongan non-muslim. Nabi Muhammad sendhri
telah memberikan statug yang sama kepada orang-orang Yahndi di dalam negara
lstam Madinal. Dan kepada orang-orang Kristen Najran belian jnga memberikan
syarat-syaral kewarganegaram yang paling menguntungkan di dalam millien
fslam.  Perjanjian damai antara Umar dengan Uskub Yerusalen adalah suatu
pertanda dari toleransi keaganaan 1stam.”

Duri wraian di atas, penulis dapat memahami bahwa negara Islam
menjamin  kebebasan penub dan persaman  (dengan kaum Muslimin) bagi

eolongun-golongan non Muslim,

? Khalid Ibrahim Jindan, ep. cif., hal. 107-108.
3 Qomaruddin Khen, Femikrrm Politike Bree Tupnpah, (Bandung : Pustale, 1971), hal. 214-
Z15,



Al-Quran sendiri Lidaklah menjadikan perbedaan aguna sebagal alasan
nntuk fidak memjalin kerja sama, akan tetapi adanya larangan mengangkat orang-
orang non-muslim untuk menjadi pemimpin dan leman kepercayaan itu hanya
berlaku baglt mereka (orang-orang nou-mushim) vang jelas-jelas menginginkan
kemudharatan bagi kaum muslim.  Sedangkan bagi mereka (orang-orang nom-
muslim) yang menginginkan adanya kemasluhatan (bagi kedua belah pihak) dalam
wrugan duniawi, tidakiah termasuk dalam larangan yang digariskan. Bahkan Islam
sendiri menganjurkan untuk berbuat kebajikan dan menjalin kerjasama dengan

sesuIa Manusii



